
 

 

 
 

BUPATI MAGELANG 
 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR 62 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG DI  
KABUPATEN MAGELANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI MAGELANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 
2008 telah ditetapkan tarif retribusi terminal penumpang di 
Kabupaten Magelang menggantikan tarif retribusi terminal 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang 
Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di 
Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Perubahan  Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 
Tahun 2001 tentang Retribusi Dan Penyelenggraan Terminal 
Bus/Non Bus Di Kabupaten Magelang; 

b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal Penumpang Di  
Kabupaten Magelang, perlu menunda pemberlakuan peraturan 
daerah dimaksud; 

c. bahwa penundaan pemberlakukan Peraturan Daerah Nomor 15 
Tahun 2008 telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Magelang dengan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 170/421/IX/VIII/2009 Tanggal 
18 Agustus 2009 Perihal Persetujuan Penundaan Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Retribusi Terminal Penumpang di Kabupaten 
Magelang; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950  tentang Pembentukan 
Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan 
Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 ); 

 

 

SALINAN 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 ); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara    ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004           
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan 
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  dari Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan 
(Lembaran Negara  Tahun 1983 Nomor 37, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3293); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan 
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3529); 

 



 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Tahun 
2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang di Kabupaten 
Magelang (lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 
Nomor 8); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Retribusi Terminal Penumpang di Kabupaten Magelang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 15); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNDAAN BERLAKUNYA 

PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI 
TERMINAL PENUMPANG DI  KABUPATEN MAGELANG. 

 
Pasal 1 

 
Menunda berlakunya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Retribusi Terminal 
Penumpang Di  Kabupaten Magelang sampai dengan Tanggal 31 Desember 2009. 
 

Pasal 2 
 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 

 
Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 22 Aguatus 2009 
 
BUPATI MAGELANG, 
 

ttd 
 
SINGGIH SANYOTO 

Diundangkan di Kota Mungkid 
pada tanggal 22 Agustus 2009 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG 

INSPEKTUR, 
 
ttd 
 

UTOYO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 62 


